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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78/PMK.03/2010
TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENY ERAHAN
YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK
TERUTANG PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwadalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pgak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi
Pengusaha Kena Pgak yang Melakukan Penyerahan yang
Terutang Pgjak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pgjak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3262)
sebagaimana telah bebergpa kali diubah terakhir dengan
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M enetapkan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pgak Penjuaan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK
MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG
PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG
PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pgjak Pertambahan Nila adalah Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pgjak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2. Pengusaha Kena Pgak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pg ak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang Pgjak Pertambahan Nilai.

3. Barang Kena Pgjak adalah barang yang dikenai pgak berdasarkan Undang-
Undang Pg ak Pertambahan Nilai.

4. Jasa Kena Pgjak adalah jasa yang dikenai paak berdasarkan Undang-
Undang Pg ak Pertambahan Nilai.
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Pajak Masukan adalah Pgak Pertambahan Nila yang seharusnya sudah
dibayar oleh Pengusaha Kena Pgjak karena perolehan Barang Kena Pgak
dan/atau perolehan Jasa Kena Pgak dan/atau pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa
Kena Pgak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pgjak.

Penyerahan yang Terutang Pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang
dikena Pgjak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Undang-Undang Pgak Pertambahan Nilal, tidak termasuk penyerahan yang
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak adalah penyerahan barang dan jasa
yang tidak dikenai Pgak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4A Undang-Undang Pgak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan
dari pengenaan Pgjak Pertambahan Nilal sebaga mana dimaksud dalam Pasal
16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilal.

Pasal 2

Pengusaha K ena Pgjak yang melakukan kegiatan:

1.

usahaterpadu (integrated), terdiri dari:

a. unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pgak; dan

b. unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang
Pajak;

usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang paak;

usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang
atas penyerahannya terutang pgak dan yang tidak terutang pajak; atau

usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya
tidak terutang pgak,
sedangkan Pgjak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak
dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pgak Masukan yang dapat dikreditkan
untuk Penyerahan yang Terutang Pgak dihitung dengan menggunakan
pedoman penghitungan Pgjak Masukan yang dapat dikreditkan.

Pasal 3

Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

P=PMxZ
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dengan ketentuan:

P
PM

Z

adalah jumlah Pgjak Masukan yang dapat dikreditkan;

adalah jumlah Pgjak Masukan atas perolehan Barang Kena Pgak
dan/atau Jasa Kena Pgjak;

adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang
Terutang Pg ak terhadap penyerahan seluruhnya.

Pasal 4

(1) Pengusaha Kena Pgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah
mengkreditkan Pgak Masukan dengan menggunakan pedoman
penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus menghitung
kembali besarnya Pgak Masukan yang dapat dikreditkan.

Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan pedoman
penghitungan sebagai berikut:

a. untuk Barang Kena Pgjak dan Jasa Kena Pgak yang masa manfaatnya
lebih dari 1 (satu) tahun:

(2)

PM
= — A
T

dengan ketentuan:
P adalah jumlah Pgak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1

(satu) tahun buku;

PM adalah jumlah Pgjak Masukan atas perolehan Barang Kena Pgak

T

dan/atau Jasa K ena Pgjak.

adalah masa manfaat Barang Kena Pgjak dan/atau Jasa Kena Pgjak

yang ditentukan sebagai berikut:

1) untuk Barang Kena Pgak berupa tanah dan bangunan adalah
10 (sepuluh) tahun;

2) untuk Barang Kena Pgjak selain tanah dan bangunan dan Jasa
Kena Pgak adalah 4 (empat) tahun;

adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang

Terutang Pgjak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun

buku;
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b. untuk Barang Kena Pgjak dan Jasa Kena Pgjak yang masa manfaatnya 1
(satu) tahun atau kurang:

P=PMxZ
dengan ketentuan:

P adalah jumlah Pgak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1
(satu) tahun buku;

PM adalah jumlah Pgjak Masukan atas perolehan Barang Kena Pgak
dan/atau Jasa Kena Pgjak;

Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang
Terutang Pgjak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun
buku.

Pasal 5

Pagak Masukan yang dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperhitungkan dengan Pgjak Masukan
yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pgak, paling lama pada bulan ketiga
setelah berakhirnya tahun buku.

Pasal 6

Penghitungan kembali Pgjak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasa 5 tidak perlu dilakukan dalam hal masa
manfaat Barang Kena Pgak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a telah berakhir.

Pasal 7

Pedoman penghitungan pengkreditan Pgak Masukan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan ini tidak berlaku bagi Pengusaha Kena Pgak yang telah
ditetapkan untuk menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pgjak
Masukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan
ayat (7a) Undang-Undang Pgjak Pertambahan Nilai.

Pasal 8

Tata cara penghitungan pengkreditan Pgjak Masukan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
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